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KEPANITERAAN

Judul SOP Pelayanan Pretiég’hada Tingkat Banding

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.
2.
3.

RBGStb 1941 No. 44

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubahdan ditambah denganUndang-undang Nomor
5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan
Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaUndang
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991
tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/004/SK/1992
tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/32/SK/1V/2006
tentang Pemberlakuan Buku 11 Pedoman Pelaksanaan Tuga sdan
Administrasi Peradilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar  Operasional Prosedur  Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002Tahun 2012,

1.
2.
3.

No ok

Memahami Proses Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali

Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali
Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan
(BINDALMIN)

Menguasai aplikasi SIADPA

Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum
Memahami sistem pembukuan keuangan perkara

Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait




Tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada di

Bawahnya;

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Manual Mutu

1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
3. Jaringan internet

_ Pejlaksana_ Mutu Baku Ketera
No Kegiatan Ptgs Kasir | Paniter | Ketua | Bendah | Kelengkapan | Waktu Output ngan
Meja | a PA ara
1 | Petugas Meja | setelah meneliti kelengkapan 15
berkas permohonan beracara secara prodeo, menit
kemudian membuat SKUM sebesar Rp 0,00
(nihil)
2 | Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam 30 SKUM
Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai menit
Rp. 0,00(nihil)
3 | Permohonan berperkara secara prodeo dicatat 10 SKUM
dalam Buku Register Permohonan Banding menit
(R1-PA2/psl. 242 ayat (2) HIR/psl. 278 ayat
(3) RBg) dengan menggunakan nomor perkara
pada tingkat pertama
4 | Panitera PA. Kayuagung memeriksa ketidak- 20 Nomor
mampuan pemohon menit Perkara
5 | Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan 20 Checklis
Penetapan Bebas Biaya Perkara menit persyaratan
6 | Berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan
Agama, Bendahara menyerahkan biaya
layanan pembebasan biaya perkara kepada
kasir secara tunai, yang telah ditentukan oleh
Penetapan Ketua PA dengan bukti kwitansi




Kasir membukukan biaya tersebut dalam
Buku Jurnal Banding dan Buku Induk
Keuangan Perkara kecuali biaya pendaftaran,
biaya redaksi, dan leges yang dicatat sebagai
nihil

Setelah Kasir membukukan panjar biaya banding
dan membuatkan SKUM, prosedur permohonan
banding selanjutnya diproses sesuai dengan pola
bindalmin

30
menit

Akta PK

Kasir mengirimkan biaya banding ke PTA, dan
menyerahkan bukti kirim untuk dimasukkan
dalam berkas perkara, yang akan dikirim ke PTA.

2 jam

Buku
register
gugatan,
PK

10

Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar
biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat
keputusan, maka Sekretaris sebagai KPA dapat
membuat surat keputusan untuk menambah panjar
biaya perkara pada perkara yang sama berdasarkan
instrumen atau Penetapan sela dari PTA

2 hari

11

Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar
biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat
keputusan, sedangkan anggaran dalam PBP tidak
tersedia lagi dalam DIPA, maka proses
selanjutnya dilanjutkan secara Cuma-Cuma tanpa
penetapan sela

1 hari

Instrument
pemberitah
uan

12

Apabila biaya pembebasan perkara tersebut
terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan
oleh kasir kepada Bendahara pengeluaran pada
akhir bulan bersangkutan

13

Dalam hal layanan pembebasan biaya perkara
sudah habis, maka KPA membuat pernyataan dan
perkaranya diproses secara Cuma-cuma




